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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sepanjang sejarah telah mengenal
keluarga sebagai tempat berbagi dalam segala hal. Baik kebahagiaan,
kesedihan dan perasaan lain yang hanya di dalam keluarga tersebut
seseorang bisa menjadi apa adanya dirinya. Semua agama dan kepercayaan
yang menjadi sumber terciptanya norma — norma hukum dan nilai — nilai
etika yang mengatur kehidupan manusia telah banyak berbicara tentang
keluarga. Awal adanya sebuah keluarga adalah melalui perkawinan yang
nantinya akan melahirkan keturunan — keturunan yang menjadi generasi
penerus dari keluarga tersebut. Perkawinan diatur di dalam Undang —
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini
terus diperdebatkan di antara para ulama maupun akademisi ialah masalah
poligami. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam
argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan
dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah
satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami
dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas

dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena



selingkuh dan prostitusi.! Poligami muncul karena sering terjadi
pertengkaran dan ketidak harmonisan dari suatu hubungan perkawinan.
Dilihat dari tujuan melakukan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan memperoleh keturunan. Kewajiban suami maupun istri
setelah memiliki keturunan harus menciptakan suasana yang harmonis,
memelihara, mengasuh, dan memberikan pendidikan yang layak kepada
keturunannya.?

Poligami sudah dikenal pada zaman kenabian. Jauh sebelum Islam
datang poligami sudah banyak terjadi pada masyarakat di zaman itu. Islam
membolehkan poligami seperti tertuang dalam QS. An-Nisa : 3 bawasannya
seorang laki — laki boleh menikahi wanita lebih dari satu dengan menjamin
bahwa dirinya dapat berlaku adil bagi istri - istrinya. Adapun dalam hal

poligami harus bisa bersikap adil . Adil dalam nafkah maupun gilirannya.?

Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai poligami.
Seperti pendapat dari empat madzhab yaitu Madzhab Syafi’l, Madzhab
Hambali, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanafi. Para imam tersebut
berpendapat bahwa poligami tersebut mubah atau boleh. Berpedoman pada

QS. An-Nisa : 3 dan melalui makna ayat :

! Raden Said, Hukum Poligami di Indonesia, at
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101, Januari.13, 2011

2 Eko Wahyu Budiharjo, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Hukum
Perkawinan, artikel pada Jurnal Hukum, edisi no.1 Vol.8, 2013, him.68.

3 Riduan Syahrani dan Abdurrahman, Masalah — Masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia, Bandung, 1978, him.96.


http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101

Tugsithu dan Ta’adilu yang keduanya diterjemahkan “ adil”.
Sedangkan pada kalimat "ma malakat aimanukum™ diartikan dengan budak-

budak yang kamu miliki.*

Kasus-kasus Poligami seperti ini sering terjadi dilingkungan
masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Poligami
bisa terjadi kepada siapa saja. Disini kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Ketentuan
poligami pada Pegawai Negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No
10 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan
Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil.>

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 mengatur bahwa pada
hakikatnya Pegawai Negeri Sipil pria yang hendak melakukan poligami
harus mendapat izin dari pejabat, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil
wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.
Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin Pegawai
Negeri sipil tersebut diharapkan agar Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi

teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, ketaatan

4M. Nur Kholis Al Amin, Poligami dalam Pandangan Islam at

http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html, September,

19,2010.

5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Ctk.Pertama, Jakarta, 1992, him.113.


http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html

terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan
kehidupan berkeluarga. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil
melakukan poligami. Pada prinsipnya poligami dikalangan Pegawai Negeri
Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada
dan ditentukan di dalam Undang-Undang. Persyaratan poligami diatur
didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.°

Aturan berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mudah untuk
dilaksanakan. Banyak syarat — syarat yang harus dipenuhi dan
membutuhkan waktu untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pejabat
maupun Pengadilan Agama. Hal tersebut tidaklah mudah untuk dipenuhi
sehingga mereka memilih perkawinan siri sebagai jalan keluar. Kawin siri
tidak dicatatkan perkawinannya, sedangkan menurut Undang — Undang
Perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing —
masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap — tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang — undangan yang
berlaku.’

Menurut k. Wantjik Saleh dalam uraian Peraturan Pelaksanaan UU
Perkawinan mengatakan :

“Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan
untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang

¢ Eko Wahyu Budiharjo, op.cit,.him.69
7 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja
Rosdakarya, Bandung, 1991, him.85.



bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat
dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu
daftar dapat dipergunakan di mana perlu , terutama sebagai suatu alat
bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah
dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain .8

Dalam kehidupan masyarakat jarang sekali perkawinan poligami
yang dicatatkan atau dimintakan izin khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil
yang meminta izin kepada Pejabat dan istri — istrinya, umumnya perkawinan
dilaksanakan dengan diam — diam atau tanpa sepengetahuan istri pertama
atau istri — istri sebelumnya. Sulitnya prosedur poligami inilah yang
melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin Pengadilan Agama, di
samping tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, baik yang
akhirnya tidak dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan, atau pun
tercatat sebagai perkawinan monogami disebabkan kelalaian pegawai
pencatatan perkawinan yang kurang teliti dalam memeriksa latar belakang
dan identitas calon mempelai yang menikah, ataupun terjadi pemalsuan
identitas suami., namun atas dasar pertimbangan dari berbagai faktor izin
poligami sangat mungkin untuk dikabulkan.® Pertimbangan hakim seperti
apa yang digunakan untuk mengabulkan pengajuan izin poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana akibat hukum poligami bagi Pegawai

Negeri Sipil akan dikaji dalam pembahasan karya ilmiah ini.

him.17

8 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,

® Lia Noviana, Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam, artikel pada Jurnal

Hukum, vol.15, 2012, him.85



Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Purworejo Jawa
Tengah untuk mengambil data penelitian. Ditinjau dari daerahnya,
mayoritas penduduk di Kabupaten Purworejo adalah Pegawai Negeri Sipil,
namun penulis hanya mengkaji Pegawai negeri Sipil yang beragama Islam
saja.

Sehubungan dengan hal — hal tersebut di atas penulis tertarik untuk
mengkaji “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan

izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo ?

2. Apaakibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kabupaten Purworejo

2. Untuk mengetahui akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri

Sipil di Kabupaten Purworejo



D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atas suatu
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki — laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang
diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh

Allah SWT.1

Pengertian perkawinan menurut Undang — Undang No 1 Tahun 1974
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, pernikahan/perkawinan adalah salah satu asas pokok
dalam kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang
sempurna. Banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis tentang
pernikahan/perkawinan menjadi bukti bahwa sebuah perkawinan adalah hal
yang sakral dan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan berkomitmen
untuk membina rumah tangga, juga melibatkan seluruh keluarga besar dari

kedua belah pihak.

Tidak ada perbedaan secara prinsipil antara perkawinan di dalam

Islam dengan pengertian perkawinan di dalam Undang — Undang No 1

10 KH. Ahmad Azhar Baasyir, Hukum Perkawinan Islam, cet.9, Ull Press, Yogyakarta,
1999, him. 14.

' HMA Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figh Nikah Lengkap,
Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2010 , him.19



Tahun 1974. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang — Undang
Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing — masing agama dan kepercayaannya. Namun disebutkan di dalam
ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku. Undang — Undang tersebut jelas
mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama
(KUA) bagi umat Islam agar bisa diakui oleh Negara perkawinannya

tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa suami atau istri yang sah menurut
Undang — Undang adalah suami atau istri yang dicatatkan di Kantor Urusan

Agama bagi yang beragama Islam.

Indonesia menganut azas monogami tetapi membolehkan bagi pihak
yang hendak berpoligami seperti tertuang dalam Undang — Undang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 bahwa pada dasarnya seorang pria
hanya boleh memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, di ayat ke (2)
Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang bila
memang dikehendaki oleh pihak — pihak yang bersangkutan. Namun untuk
mendapatkan izin harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif seperti
diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang — Undang No 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

Monogami adalah suatu keadaan di mana seorang suami hanya

memiliki seorang istri saja. Monogami ternyata bukan saja merupakan



keadaan ideal yang dikehendaki oleh agama tetapi monogami menjadi
norma yang penting dalam kehidupan modern. Sensibilitas masyarakat
modern terbentuk dalam norma semacam ini, sehingga mereka melihat
praktek poligami sebagai semacam warisan dari masa lampau yang

jahiliyyah. Poligami adalah bagian dari feodalisme pra-modern.*2

Poligami adalah suatu keadaan di mana seorang suami memiliki
lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami bisa dibagi
menjadi dua poligini ( seorang laki — laki memiliki lebih dari satu istri ) dan

poliandri ( seorang wanita memiliki lebih dari satu suami )*®

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas

dasar Q. S. An-Nisa’: 3), yaitu:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan
syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri,
memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah.

Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).4

12 Fahyudin Abdul Qadir, MA at http://islamlib.com//poligami-monogami-dan-
kontradiksi-modernitas.html

13KM. Muhammad,Hukum Poligami dalam Islam, Jurnal Hukum ,2010,hIlm.27 dikutip
dari Azyumardi Azra, dkk ,Ensiklopedi Islam, Jakarta, jilid 5, him.306

14 Abd Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Cet.l, Kencana, Jakarta, him.129
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Selain Al Qur’an dan Undang — Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ,poligami diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 55 — 59.

Pada dasarnya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur’an yang
menyuruh berpoligami karena alasan syahwat. Tetapi ironisnya hampir
semua praktek poligami di kalangan umat Islam justru dikarenakan alasan
syahwat.'® Termasuk poligami — poligami yang terjadi di kalangan Pegawai

Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan
abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat
dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang -
undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan
berkeluarga.

Menurut Undang — Undang No 8 Tahun 1974 yang telah mengalami
perubahan menjadi Undang — Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok —
Pokok Kepegawaian adalah meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Pegawai Negeri Sipil lain yang diatur di dalam peraturan pemerintah,
termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dan dipersamakan ialah Pegawai
bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan

Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha

1> Mustofa, Agus, Poligami : “Benarkah Al Qur’an Menyuruh Berpoligami karena
Syahwat, PADMA Press, Surabaya, him.225
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Milik Daerah dan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.'®

Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan — aturan dalam berpoligami
khususnya mengenai izin yang harus dipenuhi, seperti yang disebut dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permintaan izin tersebut ditujukan kepada Pejabat instansi terkait.
Yang dimaksud pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan
Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank

Milik Daerah, Pimpinan Bank Milik Daerah.’

Permintaan izin yang dimaksudkan diajukan secara tertulis dengan
harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin
untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga atau
keempat. Permintaan izin tersebut akan dipertimbangkan oleh Pejabat
berdasarkan alasan — alasan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan
poligami. Apabila izin yang diajukan dirasa masih kurang maka Pejabat
akan meminta keterangan istri pertama dari pihak yang mengajukan

poligami atau orang — orang terdekat.

16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet.l, Mandar Maju, Bandung,
1990,him.41
17 http://kholisrifai.blogspot.com/2010/09/poligami-dalam-prespektif-figh.html



http://kholisrifai.blogspot.com/2010/09/poligami-dalam-prespektif-fiqh.html
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Pegawai Negeri Sipil sendiri memiliki aturan — aturan kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya diatur mengenai
kewajiban, larangan dan sanksi baik lisan maupun tertulis bagi Pegawai

Negeri Sipil.

Sanksi — sanksi terhadap pelanggaran baik ringan , sedang maupun
sanksi untuk diberhentikan dari jabatan yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil diatur di dalam Undang — Undang Pokok Kepegawaian.

Menurut Anquetil poligami memiliki keuntungan antara lain :

=

Poligami menekan merajalelanya prostitusi

2. Poligami dengan demikian melenyapkan salah satu sumber penyakit

kotor, yang membunuh jenis bangsanya

3. Poligami akan memungkinkan berjuta — juta wanita melaksanakan
haknya akan kecintaan dan keibuan jika tidak maka banyak wanita

hidup tak bersuami karena sistem monogami

4. Poligami akan mengurangi sebab — sebab perceraian yang tidak
terhitung banyaknya, pembunuhan anak — anak dan menyerahkan

bayi — bayi kepada Bantuan Hukum?8

18 Wibisono, Yusuf, Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa, Cet.Pertama,
Bulan Bintang, Ja karta, 1980,him.55.
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Poligami di dalam Islam memiliki banyak hikmah yang ditimbulkan
akan tetapi karena banyaknya poligami dilakukan oleh masyarakat tidak
sesuai dengan ketentuan yang seyogyanya diindahkan maka poligami yang
dilakukan itu sangat jauh dari hikmah — hikmah poligami. Kebolehan
poligami sering dilakukan dengan sekehendak hati tidak sesuai dengan
aturan — aturan yang ada bahkan dilakukan dengan cara yang begitu mudah.
Tidaklah heran apabila poligami sering menimbulkan malapetaka bagi istri

— istri atau anak — anaknya .°
E. Metode penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih
terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis

menggunakan metode penulisan antara lain :
1. Obyek Penelitian

Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami bagi

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

2. Subyek Penelitian
a. Pejabat instansi terkait dengan para pihak
b. Para pihak

3. Bahan Hukum

19 Ridwan syahrani dan Abdurrahman, op.cit, him.82.
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a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diambil dari
subyek penelitian tentang dasar pertimbangan Hakim dalam
memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Purworejo

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diambil dari
buku — buku dan peraturan perundangan yang terkait dengan
dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami
bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo dan akibat
hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

a. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari buku — buku,
peraturan perundang — undangan, tulisan — tulisan yang
berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan
izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Purworejo.

b. Wawancara untuk memperoleh data atau keterangan dengan
cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung
yang berkaitan dengan dasar hukum pertimbangan hakim dan
akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Purworejo.

5. Metode Pendekatan
Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu

metode yang meninjau dan membahas obyek penelitian yang
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menitik beratkan pada segi — segi hukum dan penerapannya di dalam
masyarakat .

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisa

secara sistematis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang -
undangan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas
yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin

poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

b. Kualitatif yaitu penelitian ini dimulai dengan wawancara secara
langsung yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dan
akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Purworejo

F. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan
harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi
ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang
terbangun dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini adalah :
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BAB I, Pada bab ini berisi latar belakang masalah dari judul yang diambil,
rumusan masalah , tujuan dari penelitian yang dilakukan , tinjauan pustaka

dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB Il, Pada bab dua ini penulis menjelaskan tentang pengertian
perkawinan, , tujuan dari perkawinan, syarat sahnya suatu perkawinan,
pengertian poligami menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang —

undangan di Indonesia serta akibat hukum dari perkawinan poligami

BAB Ill, Pada bab tiga ini penulis akan membahas mengenai perkawinan
poligami di Kabupaten Purworejo, dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan izin poligami di Kabupaten Purworejo, akibat hukum poligami

bagi Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Purworejo.

BAB IV, Bab ini merupakan bab terakhir di mana penulis akan memberikan

kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan skripsi ini .
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BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL
A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia
baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah ,
pergaulan antara laki — laki dan perempuan terjadi secara halal dan sah baik
menurut agama, peraturan perundangan dan norma — norma kehidupan
masyarakat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana yang

damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki — laki dan perempuan
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. ?°

Hadist nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas’ud
memerintahkan “ Wahai para pemuda semuanya, barang siapa di antara
kamu telah mampu memikul biaya perkawinan , hendaklah kawin sebab
perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga

kehormatan. Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab

20 KH. Ahmad Azhar Baasyir, op.cit, him. 14,
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puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari

perbuatan zina”%!

Hadist tersebut mengajarkan bahwa perkawinan merupakan jalan
untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu
syahwatnya dengan tetap terpelihara keselamatan agama yang
bersangkutan. Melalui ayat — ayat Al-Qur’an dan hadist — hadist Nabi, Islam
memberikan kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam
memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah
kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup
keagamaan yang bersangkutan. Dipandang dari segi yang lain perkawinan
dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri
hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman
hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam

hidup bermasyarakat.??

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan
maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran agama dan
kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan

penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.?®

Perkawinan seperti tertuang di dalam pasal 1 Undang — Undang No

1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

2 1bid,
2 1bid,
2 Riduan Syahrani dan Abdurrahman,op.Cit, him.10-11.
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wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut
perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang

wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbetennis) 24

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa perkawinan

memiliki dua aspek :

1. Aspek Formil (hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan
lahir batin” yang artinya bahwa perkawinan di samping memiliki
ikatan secara lahir tampak, tetapi juga mempunyai ikatan lahir batin
yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan

bathin ini mempunyai inti dari perkawinan itu

2. Aspek Sosial Keagamaan dengan disebutkan dengan “membentuk
keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
kerohanian sehingga bukan hanya unsur jasmani tetapi unsur rohani

juga berperan penting.?®

Dalam Pasal 2 Undang — Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan
pada ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) Tiap-tiap

24 Hilman Hadikusuma, op.cit, him 7.
25 Drs. Achmad Kuzari, M.A., Nikah Sebagai Perikatan, Cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1995, him. 129.
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan

yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dirahasiakan disebut dengan
perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Menurut Mazhab Maliki,
Syai’l dan Hambali perkawinan siri tersebut tidak diperbolehkan . Bahkan
Khalifah Umar Bin Khattab mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman
had berupa rajam atau cambuk.?® Larangan nikah siri ini didasarkan pada

hadist yang berbunyi :

“Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta
ramaikanlah dengan menabuh gendang” (Hadist Riwayat Tarmidzi dari

Aisyah)

Menurut Abdul Ghani Abdullah untuk mengetahui apakah suatu
perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak , dapat dilihat dari tiga indikator
yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu
faktor saja tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat

diidentifikasikan sebagai perkawinan siri. Tiga indikator tersebut antara lain

% H.M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah — masalah Krusial, Cet.
I,Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2010 , hIm.25
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1. Subjek hukum akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon
istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali serta

dua orang saksi

2. Kepastian hukum dari perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya

Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan

3. Walimatul ‘arusy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk
menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon

suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.?’

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan
adalah tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah
dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek
administratif. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri
tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan
suatu perkawinan yang sah. Akibatnya ,dilihat dari aspek yuridis,
perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai
kekuatan hukum (no legal force). Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak
dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada/ never

existed.?8

Pada Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab Il Pasal 2 yang

menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

2 1bid, him.26
28 1bid, him.29
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akad yang sangat kuat atau miitsaagan ghaliizhan untuk menaati perintah
Allah dan melakukannya. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Semua pengertian yang berkaitan dengan perkawinan pada intinya
adalah sama karena perintah perkawinan tidak hanya dalam Undang —
Undang namun agama dan bahkan norma — norma yang ada dalam
masyarakat. Perkawinan menjadi salah satu ibadah bagi umat Islam karena

melalui perkawinan berarti dirinya telah menyempurnakan agamanya.
. Tujuan Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam
,yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar
inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang
muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab
perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai
transcendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan

dengan tujuan syari’at Islam.?®

Menurut pendapat Mr. Yusuf Wibisono tujuan perkawinan pada
intinya adalah pendidikan kesusilaan dan mempertinggi kesusilaan
manusia. Maksud dari pernyataan tersebut adalah melihat dari kenyataan

yang terjadi bawasannya orang — orang yang belum kawin timbul

2 1bid, him.10
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kegelisahan dalam jiwanya yang menyebabkan orang memiliki
kecenderungan — kecenderungan untuk bertualang. Oleh karena itu wanita
dan pria bersama untuk saling melengkapi. Wanita dan pria yang hidup
sendiri adalah manusia yang jiwanya tidak seimbang untuk itu dianjurkan

perkawinan bagi umat manusia *°

Lain halnya dengan tujuan perkawinan yang diutarakan Al Ustadz
Yazid bin Abdul Qadir Jawas antara lain :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk
memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan agad nikah atau
melalui jenjang pernikahan

2. Untuk membentengi akhlag yang luhur dan untuk menundukkan
pandangan.
Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan di dalam Islam
adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji dan
kotor yang dapat merusak martabat manusia yang luhur

3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang berlandaskan

syariat — syariat Islam®!

30 Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa,Cet.Pertama,
Bulan Bintang, Jakarta, 1980, him. 34.

3L Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas , Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga
Sakinah, Cet.Il, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006, him.27
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Di dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi
tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki — laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran
Allah dan Rasul-Nya.®? Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk
menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan , untuk mencegah

maksiat dan membina rumah tangga yang damai dan teratur.

Menegakkan agama dalam arti menaati perintah dan larangan Allah
SWT. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT dan menjauhi
apa yang menjadi larangan Allah SWT. Selain itu tujuan perkawinan adalah
untuk memperoleh keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda :
“ Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang (berketurunan)”.
Agar keturunan tersebut sah maka perkawinanpun harus dilaksanakan
secara sah. Mencegah maksiat maksudnya adalah untuk mencegah

terjadinya perzinaan terutama pada generasi muda yang belum kawin.34

Seperti tertuang di dalam Pasal 1 Undang — Undang No 1 Tahun
1974 bawasannya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Maknanya adalah bahwa bahagia yang diperoleh tidak lain karena

Allah SWT dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

32 KH. Ahmad Azhar Baasyir, op.cit, him. 13.
33, Hilman Hadikusuma, op.cit, him 24,
34 1bid,



25

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
Bab II Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Sakinah berarti tenteram. Ketenteraman hanya bisa muncul jika
anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan
berkeluarga. Setidaknya melakukan komunikasi, menjaga kejujuran ,
membangun toleransi, berusaha saling memberi adalah kunci terwujudnya
ketenteraman dalam keluarga.®

Selain sakinah atau ketenteraman tujuan yang lain adalah mawaddah
atau rasa cinta. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki — laki dan perempuan
,Allah SWT mengistilahkan sebagai sebuah ‘kecenderungan’ untuk saling
tertarik dan kemudian tenteram karenanya. Cinta memang cenderung
bersifat fisikal, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar suami
atau istri selalu menjaga penampilannya di hadapan pasangannya. Menjaga
penampilan sangatlah perlu dan dianjurkan dalam Islam oleh karena itu
agama Islam sangat memperhatikan soal kebersihan .Allah SWT tidak
hanya memberikan anugerah berupa kasih sayang yang terikat pada
keindahan fisik tetapi juga kasih sayang yang bersifat batiniah atau
keluhuran akhlak. Seiring bertambahnya usia , terjadi perubahan yang

berlawanan antara cinta dan kasih sayang. Cinta akan menurun seiring

% Agus Mustofa, Poligami : Benarkah Al Qur’an Menyuruh Berpoligami Karena Alasan
Syahwat? , Padma Press, Surabaya, him.167 .
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bertambahnya usia tetapi kasih sayang akan meningkat seiring dengan umur
dan meningkatnya kebijakan seseorang.*

Ditinjau dari tujuan perkawinan terlihat bahwa perkawinan
merupakan sesuatu yang sakral karena ijab gabul yang diucapkan adalah
janji suci manusia langsung kepada Allah untuk saling menyayangi satu
sama lain, menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kondisi
keluarga yang tenteram dan damai.

Perkawinan adalah salah satu ibadah dan bentuk ketaatan kepada
Allah SWT . Perkawinan bukan hanya bersifat lahiriah dan sesaat serta
bertujuan jangka pendek melainkan lebih jauh dari itu yaitu untuk berbagai
macam kemudahan dan kebahagiaan kepada kita, Allah SWT tidak
menghendaki kesulitan atas hamba — hambaNya. Justru sebaliknya Allah
SWT menghendaki kemudahan dan kebahagiaan untuk kita semua dan
perkawinan adalah salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan,
ketentraman dan kasih sayang.®” Seperti tertuang dalam QS. Ar Ruum (30)
: 21 yang berbunyi :

“Dan diantara tanda — tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri — isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar — benar terdapat

tanda — tanda bagi kaum yang berfikir”

% 1bid,
37 1bid, him.161 .
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Dengan mencermati ayat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa
tujuan perkawinan adalah menunjukkan kekuasaan Allah, tercipta
ketentraman dan membangun kasih sayang. Salah satu cara Allah SWT
membahagiakan hamba — hambaNya adalah melalui perkawinan. Ketika
perkawinan tidak dilandasi niat ibadah misalnya perkawinan hanya
berorientasi pada kebutuhan biologis atau harta benda serta kekuasaan,
biasanya yang muncul adalah keretakan rumah tangga dengan berbagai
permasalahan. Hal tersebut hanya bersifat sementara atau tidak kekal.

Lain halnya apabila perkawinan diniatkan untuk ibadah kepada
Allah SWT maka Allah pun menjadikan rumah tangga sebagai surga.
Muncul ketentraman, kasih sayang karena Allah menjaga rumah tangga
dengan kekuasaanNya. Kebahagiaan tidak hanya bersama istri atau suami
tetapi juga bersama keturunan yang salih dan salihah. Seperti dalam ayat
QS. Al Furgaan (25) : 74 yang berbunyi :

“Dan orang — orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada
kami isteri — isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan
jadikanlah kami imam bagi orang — orang yang bertagwa.”

. Syarat — syarat Sah Suatu Perkawinan
Syarat sahnya suatu perkawinan adalah :

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki — laki yang akan

menjadi suaminya

38 Drs. Achmad Kuzari , op cit ,him.159
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2. Dihadiri dua orang saksi laki — laki

3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga
ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat
Syafi’l, Ahmad bin Hambal , Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu

Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.®®

Dalam QS An- Nisa : 22-24 menyebutkan macam — macam wanita
perempuan yang haram dinikah oleh laki — laki, sebagai berikut : ibu tiri
(Jjanda ayah), ibu , anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara
perempuan ayah), bibi ( saudara perempuan ibu ), kemenakan ( anak
perempuan saudara laki — laki ), kemenakan ( anak perempuan saudara
perempuan ), ibu susuan , saudara perempuan sesusuan, mertua ( ibu istri
), anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri ( sebelum ibunya dicampuri
apabila berpisah, anak tiri dapat kawin), menantu ( istri anak kandung ),
mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai istri dan perempuan
yang dalam ikatan perkawinan dengan laki — laki. Perempuan yang dapat
dinikah dibagi menjadi dua : haram dinikah untuk selamanya dan haram
dinikah untuk sementara. Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya

ada empat macam :

1. Perempuan haram dinikah karena hubungan nasab

39 KH. Ahmad Azhar Baasyir, op.cit, him. 31.
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Yaitu ibu , anak perempuan , saudara perempuan kandung, bibi ,

kemenakan perempuan

2. Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan

Yaitu ibu susuan, nenek susuan , bibi susuan , kemenakan

perempuan susuan, saudara perempuan sesusuan

3. Perempuan yang haram dinikah karena hubungan semenda

Yaitu mertua , anak tiri , menantu , dan ibu tiri.

4. Perempuan yang haram dinikah karena sumpah lian

Sumpah lian yaitu apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat
zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan
persaksian kepada Allah SWT bahwa ia dipihak yang benar dalam
tuduhannya itu, sampai empat kali dan yang kelima menyatakan bersedia
menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu.
Istri yang dituduh zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun
menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta sampai
empat kali dan pada kalimat kelima ia pun menyatakan bersedia menerima

laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.

Perempuan yang haram dinikah untuk sementara , antara lain :

1. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri

seseorang
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2. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki — laki
3. Perempuan sedang dalam menjalani masa idah

4. Perempuan yang ditalak tiga kali

5. Perkawinan orang sedang ihram

6. Kawin dengan pezina

7. Mengawini wanita musyrik

8. Kawin dengan lebih dari empat istri *°

Menurut Undang — Undang No 1 Tahun 1974 , syarat — syarat
perkawinan adalah seperti yang tersebut di dalam pasal — pasalnya ,
antaralain yang diatur di dalam Pasal 6-12 Undang — Undang Perkawinan.
Pasal 6, berisi enam ayat antara lain :

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

40 Ibid, him. 31-35.
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4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam
daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih
dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan
(4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7, berisi 3 ayat antara lain :

1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16
(enam belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
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3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku
juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8, menjelaskan tentang perkawinan yang dilarang antara dua orang

yang memiliki hubungan seperti :

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak
tiri

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9, tentang syarat :

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin

lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal

4 Undang-undang ini.
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Pasal 10, tentang syarat :
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama
dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal 11, berisi dua ayat, yaitu tentang :
1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
Pasal 12 berisi tentang :
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai rukun nikah,
aturan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan hanya terdapat di dalam

Undang — Undang Perkawinan saja.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, syarat sahnya suatu perkawinan

yaitu antara lain*! :

4 Hilman Hadikusuma, op.cit, him 28
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1. Perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman mempelai ,masjid ,
Kantor Urusan Agama dengan ijab dan gabul dalam bentuk akad

nikah yang dilakukan secara lisan

2. Adanya wali nikah dari mempelai wanita, wali tersebut harus
beragama Islam , baligh ( dewasa ) , berakal sehat , berlaku adil (

tidak fasik )

3. Disaksikan oleh dua orang saksi di mana saksi — saksi tersebut
harus beragama Islam, baligh ( dewasa ) , berakal sehat , dapat
melihat , mendengar dan memahami tentang akad nikah serta

belaku adil

R. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat lain tentang syarat —
syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu syarat sahnya perkawinan dibagi
menjadi dua syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern tak lain adalah
Pasal 6-11 Undang — Undang Perkawinan . Sedangkan syarat ekstern antara

lain : Laporan, Pengumuman, Pencegahan, Pelangsungan #?

Berbeda dengan H.M Anshary yang berpendapat bahwa keabsahan
suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena
berkaitan erat dengan akibat — akibat perkawinan ,baik yang menyangkut
dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang —

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu

42 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang — Undangan di
Indonesia, Airlangga University Press, 1998, hIm.39
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perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2. Pasal 2 tersebut menetapkan dua
garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat
(1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan,
adalah bahwa satu — satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila
perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang
melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu
perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun
nikah. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing — masing
agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang -
undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu
sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam

Undang — Undang ini.*®

Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Ustadz Yazid bin Abdul

Qadir Jawas antara lain :
1. Rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai
2. lzin dari wali
3. Saksi — saksi (minimal dua saksi yang adil)
4. Mahar

5. ljab gabul®

4 H.M Anshary , op. cit, him13
4 Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas , op.cit, him.32.
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D. Poligami menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang -

undangan di Indonesia

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan
kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang
berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan
memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini
dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi
dalam jumlah yang tidak terbatas. 4°

Dengan demikian poligami dapat dikatakan sebagai perkawinan
yang tidak terbatas. Term ini sebenarnya punya makna umum yaitu
memiliki istri dua orang atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan.
Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami di mana
suami hanya memiliki satu orang istri.*®

Poligami (ta'addud al-zaujah) jauh sebelum Islam lahir telah
menjadi tradisi dan diperaktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Sistem
poligami pada masa pra Islam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu.
Poligami yang terjadi pada masa pra Islam nampak tidak menghargai
perempuan dan cenderung hanya untuk memuaskan keinginan kaum laki-
laki saja. Tidak ada larangan bagi para suami untuk memiliki beberapa

orang istri bahkan mencapai ratusan. Islam lahir dalam keadaan poligami

4 Labib MZ., Pembelaan Ummat muhammad, Bintang Pelajar,Surabaya, 1986, him. 15.
46 Bibit Suprapto, Liku — liku Poligami, Cet.1, Al Kutsar , Yogyakarta, 1999 ,him.71
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sudah mentradisi di kalangan bangsa-bangsa di permukaan bumi ini, tetapi

tidak ada peraturan yang mengatur serta tidak ada batasannya.*’

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari
satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.
Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan
lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan istri. Tentunya terjadinya
perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat An - Nisa
(4) : 3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih
didukung oleh bukti sejarah.*®

Dalam Al-Qur’an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang
menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang
membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat
dalam Surah An — Nisa (4) : 3 dan 129 sebagai berikut:

An — Nisa (4) : 3 berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu
dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu, senangi; dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

An — Nisa (4) : 129 berbunyi :

47 Prof. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (limu Ushul al Figh),
Cet. Ke-1, Risalah Bandung , 1983, him. 77.
“8 |bid,
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“Dan kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil diantara wanita-
wanita itu, walaupun kamu ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu;
oleh sebab itu janganlah kamu condong kepada salah seorang diantaranya
sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan
tidak dicerai. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat baik dan bertagwa

kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha

penyayang)™*®

Dua ayat tersebut di atas sangatlah memiliki makna yang berbeda,
di ayat 3 surat An - Nisa dibolehkan adanya poligami dengan syarat utama
adil, sedangkan di ayat 129 surat An - Nisa jelas menyatakan bahwa
manusia tidak akan pernah sanggup untuk berlaku adil walaupun sangat
ingin untuk bersikap adil.

Sebagai dasar diperbolehkannya poligami dalam ayat tersebut juga
didukung oleh praktek Rasulullah saw serta para sahabat dalam kehidupan
rumah tangga mereka, yang mana mereka telah melaksanakan perkawinan
lebih dari seorang istri dalam satu masa.>°

Jika diperhatikan secara seksama dan berulangkali, ayat Al-Qur’an
yang menjadi dasar hukum dibenarkannya poligami tersebut akan
dimengerti dengan jelas, bahwa diperbolehkannya poligami itu bukanlah

tujuan aslinya, melainkan hanya merupakan jawaban terhadap kondisi pada

4 Nur Khasan , Ketentuan Hukum Islam tentang Poligami , Jurnal Hukum, him.369

dikutip dari Departemen Agama Rl., al-Qur “an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Kathoda, 1990),

him.67

50 Dani Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta

selatan, Jurnal Hukum, him. 24
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saat itu, dimana orang Arab telah biasa melakukannya.® Jadi Al-Qur’an
bukan membuat Undang - Undang pembolehan poligami, tetapi hanya
membatasinya dengan beberapa ketentuan dan persyaratan tertentu.

Tentunya, hal itu tidak lain untuk menanggulangi dampak sosial yang akan
terjadi. Salah satu syarat poligami adalah harus berbuat adil. Yang dimaksud
dengan adil adalah dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak — anaknya,
sandang pangan , tempat kediaman ,giliran mengunjungi , pemeliharaan dan
pendidikan anak — anaknya , budi pekerti dan agama mereka serta tidak
menimbulkan ricuh terus menerus. Apabila tidak dapat berbuat adil

,hendaknya kawin dengan seorang istri saja .

Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman
ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebahagian ulama
memahami adil baik materi atau imaterial (cinta) dan sebahagian lainnya
hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami
adalah sunnah Rasul dan ada yang mengatakan poligami adalah kekhususan
pada Nabi.>?

Ada yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik
materi maupun imaterial, terutama dalam hubb (cinta) dan Jima * (hubungan

intim suami isteri)® seperti Abdullah ibn Abbas, kemudian Quraish Shihab

>1 Nur Khasan, op .cit ,him.15 dikutip dari Dr. Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, Polygami
Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan (Ta 'dduduz Zaujaati Minan
Nawaahid Diiniyyati Wal Ijtimaa’ Iyyati WalQuuniyyati), Alih Bahasa oleh Dra. Chadidjah
Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1976,hIm. 106.

52 Muhammad Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, Jurnal Hukum edisi No.2 Vol.10 ,
Makassar , November , 2, 2010, him 370

53 Ibid ,dikutip dari Lihat DR. Hj. Musda Mulia, MA, APU, Pandangan Islam Tentang
Poligami (Cet.I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 46 Bandingkan denganDrs.
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menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang
imaterial (cinta). ltulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang
memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecendrungan

kepada yang dicintainya.>*

Substansi poligami dalam Al qur ‘an adalah untuk melindungi anak
yatim maka pensyariatan poligami dalam Islam hanyalah merupakan efek
samping dari suatu kondisi tertentu, seperti kondisi khawatir tidak bisa
berbuat adil misalnya, atau kondisi-kondisi yang lain yang hampir sama atau
seimbang beratnya dengan kondisi tersebut. Nampaknya Al Qur’an dalam
hal ini hanya memberikan alternatif dari kemadharatan karena takut tidak
bisa berbuat adil terhadap anak yatim, lalu diperbolehkan poligami sebagai
jalan keluarnya. Jelaslah, daripada khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap
anak yatim lebih baik berpoligami, walaupun dalam poligami juga
terkandung kemadharatan, akan tetapi kemadharatan yang dikandungnya
relatif lebih ringan dibandingkan kemadharatan tidak dapat berlaku adil
terhadap anak yatim.*

Macam — macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai

berikut®® :

Khaeruddin Nasution, MA., Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85-92
54 Prof DR. H. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an , Mizan, Bandung, 1996, him. 201
%5 Nur Khasan, op.cit, him.17
6 KH. Ahmad Azhar Baasyir, op.cit, him. 39
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1. Apabila ada seorang laki — laki yang kuat syahwatnya dan baginya
seorang laki — laki tidak dapat memenuhi kebutuhannya , dalam hal
ini agar hidupnya tetap bersih ,kepadanya diberi kesempatan untuk

berpoligami asal syarat — syarat berbuat adil dapat terpenuhi

2. Apabila seorang suami benar — benar ingin mempunyai anak
(keturunan) yang tidak bisa dia dapatkan dari seorang istri yang
mandul , maka untuk memenuhi tuntutan naluri hidupnya dirinya
dibenarkan untuk kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu

berketurunan.

3. Apabila adaistri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani
suaminya, maka dirinya dibenarkan untuk memenuhi hasrat

nalurinya dengan jalan yang halal yaitu dengan kawin lagi.

4. Apabila suatu ketika terjadi dalam masyarakat, jumlah perempuan
lebih besar dibandingkan jumlah laki — laki maka untuk memberikan
kesempatan perempuan — perempuan memperoleh suami dan dalam
waktu yang sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil tanpa

perselingkuhan.

Hal — hal tersebut di atas merupakan contoh alasan — alasan yang
dapat menjadi pertimbangan kawin poligami , yang merupakan alasan moral

, biologis , dan sosial ekonomis.
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Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan
Islam” disebutkan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk
berpoligami adalah sebagai berikut :
1. Terhalangnya reproduksi generatif.
2. Isteri tidak berfungsi sebagai isteri.
3. Kondisi suami menuntut penyaluran lebih dari seorang.
4.Persentase wanita melebihi jumlah laki-laki.

5. Poligami dalam kenyataan sejarah.®’

Berbeda dengan pendapat Abdur Rahman menyebutkan bahwa
keadaan berikut merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya
poligami diantaranya :

1. Bila isteri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayan,
atau penyakit menular. Dalam keadaan ini maka akan lebih baik bila ada
isteri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si
suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu isteri
yang sakit itu.

2. Bila si isteri mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli
berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil. Maka sebaiknya suami
menikahi isteri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh
keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.

3. Bila isteri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anaknya

sangat menderita.

57 Rahmat Hakim, op.cit,him.116-119
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. Bilaisteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu

memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, memelihara rumah

tangga dan kekayaan suaminya.

. Bila suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat yang buruk dan

tak dapat diperbaiki. Maka secepatnya dia menikahi isteri yang lain.

. Bila isteri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan

si suami merasa sulit untuk memperbaikinya.

. Pada masa perang di mana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita

yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai

jalan pemecahan terbaik.

. Selain hal-hal tersebut di atas, bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat

bekerja tanpa adanya isteri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya
yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk
membiayainya, maka sebaiknya dia mengambil isteri yang lain. Ada
beberapa daerah tertentu di dunia ini dimana kaum lelakinya secara fisik
sangat kuat dan tak dapat dipuaskan hanya dengan seorang isteri. Dalam
hal demikian maka poligami inilah jawabannya.>®

Alasan-alasan tersebut diatas hampir sama dengan pendapat Al

Maraghi yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya poligami dengan

alasan :

58 Nur khasan ,op. cit, him 22 dikutip dari Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D., op.cit.,

him. 46-47.
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1. Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya
sangat mengharapkan keturunan.

2. Apabila suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi,
sementara isteri tidak akan mampu melayani sesuai dengan
kebutuhannya.

3. Kalau si suami banyak harta untuk membiayai segala kepentingan
keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-
anak.

4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi
dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul
dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu
dilindungi, maka inipun termasuk alasan yang membolehkan.
Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti jumlah
penduduk yang ternyata memang jumlah wanita melebihi dari
jumlah pria.%®

Tidak terlepas dari konteks ayat 3 QS An — Nisa yang membolehkan

poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami
menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam
keadaan yang mendesak. Dalam keadaan yang biasa, Islam berpegang teguh

kepada prinsip monogami , kawin hanya dengan seorang istri saja, yang

%9 Ibid, him.23 dikutip dari Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi IV, Mesir, Musthafa al Babi al
Halabi, 1963, him. 181.
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dalam ayat Al Qur’an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak

akan berbuat aniaya.®

Poligami diatur pula di dalam Pasal 3-5 Undang — Undang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak lahirnya Undang-Undang No.1
Tahun 1974, menganut azas monogami, tetapi tetap membuka peluang
untuk berpoligami bagi laki-laki mempunyai alasan-alasan, Pasal 4 ayat (2)
dan memenuhi persyaratan pada Pasal 5 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, mengkhususkan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah No0.10 Tahun 1983 , dimana pada hakekatnya alasan dan
persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama dengan Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan hanya ditambah dengan memperoleh izin
terlebih dahulu dari Pejabat instansi terkait, yang sangat prosedural dan

terlalu panjang®®. Seperti diatur demikian :

Pasal 4

1). Pegawai Negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang ,

wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat

80 KH. Ahmad Azhar Baasyir, op.cit, him. 38.
61 Muhammad Saleh Ridwan, op.cit, him.374.
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2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua /ketiga/keempat

3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan

secara tertulis

4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 5

1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan
atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan
pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran
hierarki dalam jangka waktu selambat - lambatnya tiga bulan
terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.
Ketentuan mengenai poligami diatur pula di dalam Kompilasi

Hukum Islam pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Diatur dalam Pasal 55 — 59

tentang poligami, antara lain®? :

Pasal 55, berisi:

62 Kompilasi Hukum Islam ,Cet.Pertama, Media Center, Jakarta ,1986,him.10-11
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1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya
sampai empat orang istri.

2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56, yaitu:

1) Suami yang hendak beristri lebh dari satu orang harus mendapatkan izin
dari Pengadilan Agama.

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan No. 9 Tahun
1975.

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memunyai kekuatan hukum.

Pasal 57, yaitu:
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.
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Pasal 58, yaitu:

1)

2)

3)

Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pegadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada pasal 5 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974,
yaitu:

a. Adanya persetujuan istri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan
istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya

2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, yaitu:
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Dalam hal istri tidak mau mamberikan peretujuan, dan permohonan izin
untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan
yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar
istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
Aturan — aturan tersebut berlaku untuk umat Islam di Indonesia.
Pembahasan di dalam karya llmiah ini hanya terfokus untuk Pegawai

Negeri Sipil yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa pada
prinsipnya syari’at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai
empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan
syarat, keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena
Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat,
terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan
keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil

kemungkinan atau bersifat darurat.®
. Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami yang dilakukan sesuai dengan ketentuan —
ketentuan tentang poligami seperti yang tertuang di dalam Undang — undang

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam

6 Muhammad Saleh Ridwan, op.cit , him 372
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khususnya Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin
perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil adalah sah

perkawinannya.

Meskipun menurut peraturan diperbolehkan, beratnya persyaratan
yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur
poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka,
artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan
hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Keadaan-keadaan
tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat alternatif dan kumulatif.

Akibatnya banyak terjadi perkawinan siri di kalangan Pegawai
Negeri Sipil, umumnya dilaksanakan secara diam — diam. Hal tersebut
sangat sulit untuk ditindaklanjuti dengan sanksi karena apabila tidak ada
yang melapor karena merasa dirugikan, perkawinan siri tersebut sulit untuk
dibuktikan, Pejabat Instansi pun tidak bisa menindaklanjuti perkawinan siri
tersebut dengan sanksi.%*

Dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan
Agama (RUU HMPA) Tahun 2008 pasal 52, perkawinan yang dilakukan
dengan isteri kedua, ketiga,atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama,

tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 145 RUU HMPA juga diatur

® Lia Noviana, Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam, Edisi No.1
Vol.15, Jurnal Hukum, Juni, 2012, him.86
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tentang ketentuan pidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.®®

Tidak adanya kekuatan hukum poligami tanpa izin Pengadilan
Agama, tentu akan sangat berpengaruh kepada keabsahan perkawinan. Jika
melalui proses litigasi saja, perceraian akibat praktik poligami tinggi, lantas
bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi, yang
tidak mempunyai kekuatan hukum. Lagi-lagi dalam hal ini yang akan
menjadi korban adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak
jika tidak dilindungi oleh hukum akan lemah dan akibatnya akan terasa
ketika terjadi kasus perceraian dan pembagian warisan. Terutama pada
pembagian harta bersama dan nafkah.

Diumumkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at,
17 Februari 2012 tentang status anak di luar nikah mengundang kontroversi.
Dampak putusan ini adalah timbulnya hukum keperdataan yang selama ini
tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan
hak waris. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

% 1hid,
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Dengan diumumkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
tentunya akan berpengaruh pada pasal-pasal yang lain. Dan secara tidak
langsung, dalam beberapa hal, Pengadilan Agama akan dipaksa menyetujui,
walaupun persyaratan perkawinan belum terpenuhi. Dalam hal poligami
tanpa izin Pengadilan Agama misalnya, di satu sisi sangat dipersulit dengan
menetapkan prosedur dan persyaratan yang sangat ketat, namun di sisi lain
dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menggugurkan
persyaratan-persyaratan tersebut.

Perkawinan dianggap sah ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum
maka perkawinan adalah tidak lebih daripada masalah — masalah
keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah
ditetapkan oleh Negara. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari
sudut keperdataan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah
dicatat/didaftarkan pada Kantor Urusan Agama ( KUA ). Selama
perkawinan itu belum terdaftar , perkawinan tersebut masih belum dianggap
sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur

dan tata cara menurut ketentuan agama.®’

Apabila memilih untuk melakukan berpoligami melalui perkawinan
siri, perkawinan antara laki — laki dan perempuan tersebut sah , tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan perundangan di mana suatu perkawinan dianggap

sah apabila sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.

% 1hid,
67 Riduan Syahrani dan Abdurrahman, Masalah — Masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia,Penerbit Alumni, Bandung, 1978, him.10-11.
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Tidak dicatatnya perkawinan tersebut bukan berarti perkawinan yang
dilakukan tidak sah , hanya saja syarat administrasi untuk diakuinya

perkawinan tersebut oleh Negara tidak terpenuhi.
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BAB Il
PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PURWOREJO

. Perkawinan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Purworejo
Perkawinan poligami menjadi bahan perbincangan di semua
kalangan masyarakat , karena tidak hanya terjadi pada masyarakat
menengah ke atas atau ulama — ulama ternama , tetapi dalam lingkungan
masyarakat menengah ke bawah pun banyak terjadi perkawinan poligami.
Perkawinan poligami di zaman modern seperti sekarang ini jauh dari
tujuan mulia seperti yang tertuang di dalam Al Qur’an An Nisa (4) : 127
yang berbunyi®® :
“dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah
: “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an tentang para wanita yatim
yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan
untuk mereka , sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang
anak — anak yang masih dipandang lemah. Dan ( Allah menyuruh
kamu) supaya kamu mengurus anak - anak yatim secara adil. Dan
kebajikan apa saja yang kamu kerjakan , maka sesungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui”

8 Lia Noviana , op.cit ,him.90
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Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa tujuannya tak lain hanya untuk
mengurus anak — anak yatim agar terpelihara akhlak maupun tercukupi
kebutuhannya. Berbeda dengan poligami yang lebih berorientasi untuk
mencari kepuasan syahwat semata. Hal tersebut bukan merupakan tujuan
dari poligami yang sebenarnya.

Dalam skripsi ini, agar pembahasan lebih terfokus maka penulis
mengambil sampel data perkawinan poligami yang terjadi di Kabupaten
Purworejo.

Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan. Dari 16 kecamatan
tersebut , ada beberapa kasus terjadi perkawinan poligami , namun dalam
karya tulis ini penulis hanya mengkaji perkawinan poligami yang terjadi
pada Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

Penelitian mengenai poligami oleh Pegawai Negeri Sipil dimulai
dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dilanjutkan Pengadilan Agama
di Kabupaten Purworejo sebagai tempat penulis mengambil sumber data
penelitian.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan adalah adanya praktik
poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Purworejo sepanjang tahun 2005 sampai 2013 hanya terdapat dua Pegawai
Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami kepada Bupati melalui Badan
Kepegawaian Daerah (BKD). Pihak yang mengajukan izin poligami adalah
Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Grabag dan Sekertaris Desa Kecamatan

Grabag Kabupaten Purworejo.
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Untuk bisa mendapatkan izin berpoligami, maka syarat alternatif
dan syarat komulatif pun harus dipenuhi oleh siapa saja Pegawai Negeri
Sipil yang hendak mengajukan izin poligami.®® Tata cara yang dilakukan
dalam mengajukan izin poligami yaitu Pegawai Negeri Sipil Pria yang ingin
melakukan Poligami harus meminta izin kepada atasan dilingkungan
pekerjaannya dahulu™, seperti dari hasil penelitian di mana yang
mengajukan poligami adalah Guru Sekolah Dasar harus meminta izin
kepada Kepala sekolah sedangkan untuk Sekertaris Desa maka izin
poligami diajukan kepada Kepala Desa terlebih dahulu. Kemudian
mengajukan permohonan izin poligami ke Dinas / Instansi sesuai bidang
masing-masing. Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan
Poligami kepada Bupati melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut hasil penelitian, seorang yang berprofesi sebagai Guru
Sekolah Dasar tersebut mengajukan izin poligami dengan alasan istrinya
benar — benar tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
seperti yang tertera di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang — Undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan , yaitu menderita sakit permanen dan sulit untuk
disembuhkan. Tidak berbeda dengan Sekertaris Desa yang mengajukan izin
poligami ,alasan yang dikemukakan dalam pengajuan izin poligami tersebut

karena istrinya merasa kesakitan apabila harus memenuhi kewajibannya

89 Wawancara dengan kepala Sub Bidang Pembinaan,Pemindahan,Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )
70 Eko Wahyu Budiarjo, op.cit,him.91
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melayani suami dalam berhubungan. Kedua hal tersebut membuat poligami
menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Setelah permohonan diajukan kepada Bupati, Bupati akan
menyerahkan kembali pengajuan permohonan poligami kepada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proses penanganannya. Selanjutnya
Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pengecekan secara langsung
untuk mendapatkan data — data yang berkaitan dengan pengajuan izin
poligami oleh pemohon.

Setelah mendapat data dari pengecekan secara langsung tersebut,
Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pemanggilan kepada
pemohon yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami untuk
dimintai keterangan berkaitan dengan alasan — alasan poligami, serta
keterangan yang lain yang berkaitan dengan poligami. Pemanggilan kedua
ditujukan kepada pemohon beserta dengan istri pertama dan calon istri
untuk dimintai keterangan serta persetujuan dari istri pertama untuk
dipoligami. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan Mediasi
terhadap para pihak yaitu Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri
kedua, menjelaskan tentang resiko yang akan terjadi setelah poligami, adil
dalam nafkah, giliran atau pembagian waktu. Selanjutnya membuat surat
pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak yaitu
Pegawai Negeri Sipil atau pemohon , istri pertama dan calon istri kedua.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memeriksa semua syarat baik

syarat alternatif atau kumulatif, serta memeriksa izin dari atasan di
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lingkungan pekerjaannya dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan
kepada Bupati disertai dengan hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak
oleh Bupati.”* Seperti pada data yang diperoleh penulis , kedua pengajuan
izin poligami baik oleh Guru Sekolah Dasar maupun Sekertaris Desa
tersebut dikabulkan permohonannya oleh Pejabat yaitu Bupati. Setelah
mendapat izin dari Bupati untuk berpoligami, maka pemohon atau Pegawai
Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk
disidangkan. Pejabat Pengadilan Agama akan mengabulkan apabila
memang semua Syarat — syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Setelah
sidang, pengadilan agama akan memberikan surat di mana surat tersebut
ditujukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang menyatakan
bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah melakukan perkara hukum yaitu
poligami dan telah disetujui oleh Hakim. Semua tergantung dari atasannya,
bagaimana menanggapi surat izin tersebut Apakah akan diberi sanksi atau
tidak semua itu tergantung atasan.

Hakim tidak hanya melihat syarat alternatif dan syarat kumulatifnya
yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 45 Tahun 1990
dalam mengabulkan atau menolak izin poligami. Kedua syarat tersebut
harus terpenuhi, karena bersifat Normatif tetapi pada saat di persidangan ,
dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami , Hakim tidak
semata — mata memutus berdasarkan terpenuhinya syarat alternatif dan

kumulatif saja tetapi Hakim lebih mengutamakan akibat yang akan terjadi

1 1bid,



59

setelah poligami apakah lebih membawa mudarat atau manfaat di masa
yang akan datang. Hakim dalam memutus untuk mengabulkan permohonan
izin dari kedua pemohon dalam kasus yang penulis angkat tidak terpaku
pada syarat alternatif dan kumulatif seperti yang tertuang di atas ,namun
Hakim juga menggunakan hati nurani dan sangat menekankan keadilan
diantara poligami karena bersikap adil secara terus menerus adalah suatu hal
yang sangat sulit untuk dijalani.”

Menurut narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu tentang
bagaimana apabila izin poligami tersebut diajukan karena calon istri sudah
hamil terlebih dahulu, apakah sanksi yang diterapkan atau izin tersebut
langsung dikabulkan, jawaban yang diutarakan narasumber sangatlah
manusiawi dalam arti bahwa memang yang terjadi sebelum diajukannya
poligami adalah hubungan yang tidak baik atau melanggar ketentuan atau
peraturan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil , akan tetapi bila calon istri
sudah hamil dan sanksi yang diterapkan hal tersebut tidaklah menjadi
sebuah penyelesaian dari suatu permasalahan. Sepanjang syarat yang
ditentukan yaitu syarat alternatif dan kumulatif telah terpenuhi dan sesuai
dengan ajaran Islam bahwa dalam keadaan seperti itu laki — laki harus

sesegera mungkin bertanggung jawab, kembali dengan hati nurani lah

2 \Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo
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keputusan izin poligami tersebut dikabulkan.”® Hati nurani dalam hal
mengabulkan izin poligami tidak hanya ada di sekitar Pengadilan Agama
yaitu pada Hakim tetapi juga Pejabat Daerah yang memberikan izin
poligami bagi pemohon.

Setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama, dapat dilakukan
perkawinan poligami ke Kantor Urusan Agama untuk disahkan dan
dicatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang — undangan
yang berlaku.

Proses yang dilalui kedua pemohon mulai dari mendapatkan izin
dari istri pertama, kemudian mengajukan izin kepada Pejabat untuk
mendapatkan izin poligami, kemudian mengajukan izin poligami ke
Pengadilan Agama tersebut memakan waktu yang cukup lama. Menunggu
izin dari Pejabat maupun Pengadilan Agama tersebut tidak bisa dilakukan
dalam waktu yang singkat , prosedur harus dijalankan sesuai dengan
aturannya.”

Jarang Pegawai Negeri sipil yang rela bersabar dalam menunggu
izin poligami dari pejabat maupun Pengadilan Agama, mayoritas lebih
memilih jalan pintas yaitu dengan perkawinan siri. Menurut narasumber
dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut, pernah terjadi pemberian sanksi
kepada Pegawai Negeri Sipil yang kedapatan melakukan perkawinan siri

dengan seorang wanita. Hal tersebut menjadi contoh bagi yang tidak sabar

8 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan,Pemindahan,Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo
74 Eko Wahyu Budiarjo, op.cit,hlm.92
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atau berfikiran bahwa prosedur yang dilalui sangat lama dan syarat — syarat
yang harus dipenuhi terlalu berat. Padahal tidak seberapa dengan beratnya
istri pertama yang harus merasa sakit hatinya karena terbagi kasih
sayangnya dengan wanita lain. Akhirnya sanksi Disiplin Pegawai Negeri
Sipil pun diterapkan kepada yang melakukan perkawinan siri tersebut .
Menurut narasumber , beliau mengatakan “Sanksi yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi salah satu syarat poligami
sesuai yang ditentukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun
1990, dan memilih melaksanakan poligami dengan siri, maka akan
dikenakan sanksi yaitu sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Dijelaskan di dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
1990 , Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : “Pegawai Negeri Sipil dilarang
hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang
bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.”

Perkawinan yang sah yang dimaksut adalah perkawinan yang
dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor
Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Perkawinan siri dikalangan Pegawai Negeri Sipil memang benar
ada, tetapi membuktikan atau memberi sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan poligami itu susah. Bagaimana cara menindak lanjuti

5 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan,Pemindahan,Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo
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permasalahan perkawinan siri jika tidak ada laporan dari salah satu pihak
yang merasa dirugikan akibat perkawinan siri tersebut.’®

Perkawinan siri sebenarnya tidak hanya rugi pada istri yang di madu
akan tetapi bagi istri siri akan mengalami kesulitan apabil suatu saat ada
permasalahan, dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah istri dari
laki — laki tersebut karena perkawinannya tidak dicatatkan.”’

Kerugian juga terdapat pada anak, anak hanya bernasab pada ibunya
saja. Akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
bahwa status anak bisa dibuktikan sebagai anak kandung dari seorang laki
— laki yang merupakan ayahnya apabila dibuktikan secara medis dan ilmu

pengetahuan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan lzin Poligami Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo
Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo hanya
terdapat satu yang mengajukan perkawinan poligami di Pengadilan Agama.
Hasil penetapan dari Majelis Hakim dalam pengajuan perkawinan poligami
tersebut adalah :
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan

perempuan yang disebutkan di dalam permohonan

™ 1bid,
7 Hasan Aedy,Poligami Syaria’ah dan Perjuangan Kaum Perempuan,Cet.l, Alfabeta,
Bandung,2007,him.62
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3. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara’®

Jika melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, maka penetapan
tersebut dikategorikan sebagai penetapan konstitutif yang berarti
menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon yaitu diberikannya
izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang tercantum di
dalam permohonan walaupun pemohon masih dalam ikatan sah perkawinan
dengan istrinya.”® Hasil penetapan tersebut dicapai melalui pertimbangan

yang panjang oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama.

Pertimbangan tersebut antara lain adalah bahwa pemohon telah
memenuhi syarat alternatif dan kumulatif untuk mengajukan izin poligami.
Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang — Undang No 1 Tahun 1974 terdapat syarat
alternatif yang harus dipenuhi antara lain :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat

disembuhkan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat ( 1) Undang — Undang No 1 Tahun 1974 terdapat
syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pemohon yang mengajukan
poligami adalah :

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

78 Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo, Nomor 0064/Pdt.G/2012/PA.Pwr
79 Dani tirtana, op.cit, him.55
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b. adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan- keperluan
hidup, istri-istri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.

Pasal di atas berlaku juga untuk Pegawai Negeri Sipil yang
mengajukan poligami. Dalam penelitian ini, syarat alternatif yang dipenuhi
oleh pemohon yang berprofesi sebagai Sekertaris Desa adalah istri
mengalami  kesakitan saat melakukan hubungan badan. Pemohon
menyertakan surat keterangan dari dokter bahwa istrinya menderita sakit
tersebut. Syarat kumulatif seperti yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1)
pun telah dipenuhi oleh pemohon . Pemohon tersebut memberikan jaminan
kesanggupan untuk membiayai istri — istrinya dan senantiasa berlaku adil
bagi kedua istrinya.

Jaminan kesanggupan tersebut di atas dapat dilihat dari usaha
,pekerjaan dan penghasilan suami tiap bulannya. Khususnya untuk Pegawai
Negeri Sipil terlihat mudah kesanggupannya untuk memberi nafkah hidup
istri — istri dan anak — anaknya sebab dari daftar gaji yang diperlihatkan
kepada Majelis Hakim, telah dapat diukur kemampuannya oleh Majelis
hakim yang memeriksa perkara tersebut.®’ Jaminan kesanggupan tersebut

diwujudkan dengan menyertakan surat pernyataan penghasilan setiap

8 H.M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah — masalah Krusial, Cet.l,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hIm.92
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bulannya, baik dari hasil profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dari
hasil tambahan usahanya.

Jaminan berlaku adil terhadap istri — istri dan anak — anaknya
diwujudkan dalam Surat Jaminan Berlaku Adil yang digunakan untuk
menjamin bahwa pemohon dapat berlaku adil bagi istri — istri maupun anak
—anaknya. Apabila suatu saat terdapat pengaduan dari istri pertama maupun
istri kedua, pemohon akan mempertanggungjawabkan Surat Jaminan
Berlaku Adil tersebut kepada Pejabat daerah.

Hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut tidak hanya
menggunakan acuan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif saja, hal
tersebut jelas harus terpenuhi karena syarat tersebut bersifat normatif. Selain
syarat tersebut Hakim lebih menekankan pada apakah perkawinan tersebut
ke depannya lebih membawa mudarat atau lebih membuat hidup pemohon
bahagia dengan hadirnya wanita yang dapat melayani kebutuhan batin
pemohon.®!

Pertimbangan hakim selain mengacu pada Undang — Undang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun
1990 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bab | tentang dasar
Perkawinan yaitu “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah” . Keterangan para saksi

yang dihadirkan dalam persidangan juga menunjukkan bahwa keduanya

81 Wawancara , Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo
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akan lebih baik jika hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan daripada
tidak.®2

Melihat bahwa kebutuhan biologis merupakan salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi keharmonisan hidup berumah tangga, apalagi dengan
melihat bahwa istri pemohon sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan
biologis pemohon dan menghindari adanya kumpul kebo atau hidup
bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundangan.®

Selain tersebut di atas Hakim dalam mengabulkan permohonan

pemohon tidak meninggalkan hati nurani untuk menekankan keadilan
dalam kasus tersebut. Keadilan merupakan hal utama untuk suatu putusan
untuk  itu Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  telah
mempertimbangkan keadilan yang akan tercipta bagi pemohon , termohon
dan calon istri kedua pemohon serta anak — anaknya.

Tiga acuan Hakim dalam memutus suatu perkara adalah® :

1. Kepastian, yang dimaksud dengan kepastian adalah sandaran
putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau undang —
undang yang berlaku

2. Kemanfaatan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan
putusan hakim dilihat dari aspek maslahah dari kedua belah

pihak

82 |bid,
8 Ibid
8 Dani tirtana, op.cit, him.60
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3. Keadilan yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung
rasa adil sebagai tujuan utama badan peradilan Negara.
Kemudian rasa adil tersebut dapat dirasakan oleh kedua belah

pihak yang berperkara.

C. Akibat Hukum Poligami Bagi Pegawai negeri Sipil di Kabupaten
Purworejo

Pengajuan izin poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjabat
sebagai Sekertaris Desa tersebut dilakukan dengan memenuhi prosedur
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan vyaitu Peraturan
Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang lIzin perkawinan dan Perceraian
bagi pegawai Negeri Sipil, Undang — Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Poligami tidak boleh dipandang sebagai individual affair , yang
semata — mata merupakan urusan pribadi , tetapi juga merupakan urusan
Negara , untuk itu poligami harus sesuai dengan ketentuan perundangan
yaitu harus ada izin dari Pengadilan Agama untuk yang bukan Pegawai
Negeri Sipil dan mendapatkan izin Pejabat instansi terkait serta Pengadilan
Agama untuk Pegawai Negeri Sipil. Jika poligami dilakukan tanpa
mendapatkan izin tersebut maka poligami semacam ini dianggap sebagai

perkawinan liar yang tidak sah dan tidak mengikat. Apabila dilihat dari
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aspek hukum pidana, poligami liar merupakan suatu tindak pidana yang
dapat disamakan dengan samen leven/kumpul kebo.®

Tidak sedikit di Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan tentang poligami. Pelanggaran tersebut diwujudkan dalam
pernikahan siri, di mana perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Perkawinan
semacam ini bisa dikatakan sebagai perkawinan liar karena tidak
memenuhi apa yang Undang — Undang tentukan untuk poligami. Hal
tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang besar terutama bagi
instansi di mana dia mengabdi. Mayoritas yang melakukan perkawinan siri
adalah pihak — pihak yang tidak mampu mengekang keinginan syahwatnya
sehingga tidak berani untuk mengajukan permohonan izin poligami
kepada Pejabat instansi terkait. Bukan karena alasan alternatif yang
terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam melainkan karena syahwat
yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri.®®

Adanya pengajuan izin poligami kepada Badan Kepegawaian
Daerah tersebut merupakan salah satu contoh yang menaati ketentuan
peraturan perundangan. Tidak sekedar mengutamakan nafsu karena proses
yang dijalani untuk mendapatkan izin poligami tersebut membutuhkan
waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya akan mendapatkan izin
sesuai dengan apa yang dikehendakinya yaitu perkawinan yang sah

menurut Undang — Undang dan hukum Islam. Di dalam Undang — Undang

8 H.M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah — masalah Krusial, Cet.I,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hIm.92
8 \Wawancara dengan, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten

Purworejo
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jelas tertera mengatur tentang perkawinan yang sah yaitu di dalam Pasal 2
Undang — Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan
tersebut sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya
serta dicatatkan.

Setelah adanya perkawinan sah timbul suatu akibat hukum baik bagi
suami maupun istrinya. Mulai dari kedudukan suami dan istri dalam suatu
perkawinan seperti yang diatur di dalam Bab XII Pasal 79 Undang —
Undang Perkawinan tentang kedudukan suami dan istri. Kedudukan
suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga sedangkan
kedudukan istri di dalam keluarga adalah sebagai ibu rumah tangga.
Masing — masing dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian hak
dan kedudukan antara suami dengan hak dan kedudukan istri dalam
keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat adalah
seimbang.

Setelah ada suatu ikatan perkawinan akan muncul hak dan
kewajiban suami maupun istri. Hak keperdataan dari istri kedua sama
dengan hak keperdataan dari istri pertama begitu pula dengan kewajiban.®’
Hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34 Undang —
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada intinya suami dan
istri dalam keluarga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti

seorang suami sebagai kepala keluarga harus senantiasa melindungi,

8 Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, Salemba
Yumanika, Jakarta,2009,hIm.35
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memberikan nafkah hidup bagi istrinya sedangkan istri sebagai ibu rumah
tangga berkewajiban untuk mengurus segala keperluan hidup berumah
tangga. Kewajiban untuk saling ,mencintai, menghargai dan menghormati
satu sama lain.

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur di dalam Bab XII Pasal
80, 82-84 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya tidak jauh berbeda
dengan pengaturan di dalam Undang — Undang Perkawinan.

Istri kedua dari pemohon memiliki hak yang sama dengan istri
pertama atau istri sebelumnya. Namun untuk Pegawai Negeri Sipil,
keaktifan sebagai istri Pegawai Negeri Sipil tidak bisa dua — duanya aktif,
tetap hanya satu istri yang aktif dalam mendampingi suami sebagai
Pegawai Negeri Sipil.8 Untuk hal tersebut menjadi kesepakatan bersama
antara suami, istri pertama dan istri kedua. Seperti dari data yang penulis
dapatkan dari hasil penelitian bahwa keaktifan dalam kegiatan rapat
perkumpulan ibu — ibu Kini dilakukan oleh istri kedua atas persetujuan istri
pertama.

Selain hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari perkawinan,
pengaturan harta menjadi berbeda setelah perkawinan.®Harta yang
diperoleh setelah adanya suatu ikatan perkawinan menjadi harta bersama
kecuali ada perjanjian kawin tertentu. Harta sebelum terjadinya suatu

perkawinan adalah harta pribadi masing — masing pihak. Pengaturan

8 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan,Pemindahan,Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo
8 HM. Anshary, op.cit,him 102
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tentang harta benda dalam perkawinan ada dalam Bab VII Pasal 35-37
Undang — Undang Perkawinan. Di dalam Pasal 35 diatur bahwa harta yang
diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama suami (ayat (1)) dan
istri serta harta bawaan menjadi kuasa penuh masing — masing pihak (ayat
(2)). Kemudian di Pasal 36 dikatakan bahwa untuk melakukan suatu
tindakan terhadap harta bersama haruslah ada persetujuan kedua belah
pihak terlebih dahulu (ayat (1)) dan untuk harta bawaan masing — masing
dapat melakukan suatu perbuatan hukum (ayat (2)). Pasal 37 tentang
putusnya perkawinan karena perceraian maka harta benda diatur menurut
hukumnya masing — masing.

Terdapat perbedaan substansi antara Undang — Undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XIII Pasal 85-97 .
Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan tentang harta kekayaan dalam
perkawinan diatur lebih detail. Pada Pasal 85 dikatakan bahwa adanya
harta bersama tidak menutup kemungkinan untuk memiliki harta pribadi
masing — masing pihak. Kemudian di dalam Pasal 86 berbunyi yang pada
intinya bahwa sebenarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan
istri karena perkawinan dan masing — masing pihak masih dapat
menguasai secara penuh harta pribadinya. Pasal 86 Kompilasi Hukum
Islam memiliki substansi yang sangat bertolak belakang dengan Undang —
Undang Perkawinan.

Pasal 87 mengatur tentang harta bawaan dari masing — masing pihak

berada dalam kekuasaan penuh secara pribadi (ayat (1)) dan dapat
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melakukan perbuatan hukum terhadap harta hibah, warisan dan sadagah
(ayat (2)). Pasal 88 mengatur tentang Pengadilan Agama sebagai tempat
untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan harta bersama.
Pasal 89 dan Pasal 90 mengharuskan suami maupun istri untuk
bertanggung jawab terhadap harta bersama , harta suami yang ada pada
istri dan harta istri yang ada pada suami. Pasal 91 mengatur tentang harta
bersama dapat berwujud dan tidak berwujud (ayat (1)) , benda berwujud
berupa benda tidak bergerak , benda bergerak dan surat — surat berharga
(ayat (2)), benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban (ayat (3))
dan harta bersama dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan kedua
belah pihak. Pasal 92 berisi tentang larangan untuk menjual harta bersama
tanpa persetujuan kedua belah pihak . Pasal 93 berisi tentang pertaggung
jawaban hutang. Lebih terfokus pada Pasal 94 yang mengatur tentang
harta bersama bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang
,masing-masing pisah dan berdiri sendiri (ayat (1)) serta dihitung pada saat
akad perkawinan kedua ,ketiga dan keempat (ayat (2)). Pasal 95 berisi
tentang sita jaminan terhadap harta bersama oleh suami atau istri. Pasal 96
tentang pembagian harta apabila terjadi cerai mati (ayat (1)) , apabila
suami atau istri hilang harus ada kepastian matinya atas dasar hukum oleh
putusan Pengadilan Agama (ayat (2)), Pasal 97 tentang apabila terjadi

perceraian di mana masing — masing pihak masih hidup maka janda atau



73

duda mendapat seperdua bagian harta bersama kecuali ditentukan lain oleh
perjanjian kawin.*

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami pun akan
mendapatkan akibat hukum seperti dijelaskan di atas. Tidak hanya pada
hal yang diatur di atas, tetapi mengenai hal — hal yang berkaitan dengan
instansi tempatnya bekerja. Seperti mengenai harta warisan, secara
syari’ah apabila suami meninggal dunia maka kedua istri tersebut beserta
anak — anaknya berhak mendapatkan harta warisan peninggalan suaminya.
Lain halnya apabila yang meninggal dunia adalah istri pertama, yang
menjadi ahli waris hanyalah suami dan anak — anak dari istri pertama.®
Begitu pula apabila istri kedua yang meninggal dunia.

Istri kedua pemohon dalam penelitian penulis merupakan janda
cerai dengan satu anak, maka anak tersebut kini menjadi tanggung jawab
pemohon. Setelah beberapa tahun menikah, pemohon dan istri kedua
pemohon dikaruniai seorang anak, status hukum anak tersebut adalah anak
sah dari pemohon.

Pada intinya dalam penelitian ini istri pertama dan istri kedua
memiliki hak — hak keperdataan yang sama. Keduanya berstatus hukum
istri yang sah dari pemohon untuk itu mengenai tunjangan istri diberikan
kepada kedua istri tersebut dengan besar tunjangan per orang Yaitu

pembagian antara besar tunjangan dengan jumlah istri. Begitu pula dengan

% Kompilasi Hukum Islam, Cet.Pertama, Media Center, Jakarta, 1986
1 Eko Wahyu Budiarjo, op.cit,hlm.97
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tunjangan anak yang hanya bisa diberikan kepada tiga orang anak. Hal
tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2013
perubahan atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Hikmah Poligami yang dilandasi oleh rasa keadilan yaitu :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri
mandul.

2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri,
sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau
ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina
dan krisis akhlak lainnya.

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal
di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari
kaum prianya.®?

Adanya peraturan perundang — undangan yang mengatur tentang
poligami baik poligami yang dilakukan baik oleh Pegawai Negeri Sipil,
ulama ternama ataupun tokoh — tokoh masyarakat dan kalangan rakyat
biasa diharapkan merupakan poligami yang berlandaskan peraturan
perundangan dan berasaskan keadilan agar tidak menimbulkan dampak
negatif bagi pihak — pihak yang merasa dirugikan walaupun dampak

negatif dari suatu poligami tidak dapat dihindari , karena manusia pada

92 http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html
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hakekatnya tidak akan bisa untuk terus menerus berbuat adil walaupun

dirinya sangat menginginkan untuk berbuat adil.
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis jalani selama
pembuatan karya ilmiah adalah antara lain:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami adalah mengacu
pada ketentuan Undang — Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Khususnya syarat alternatif dan syarat komulatif yang harus dipenuhi ,
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di mana Pegawai Negeri Sipil
harus mengajukan izin poligami kepada Pejabat Instansi terkait yang
menjadi syarat wajib harus dipenuhi. Selain itu keterangan saksi yang
dihadirkan dalam persidangan sangat berpengaruh sebagai dasar
pertimbangan hakim untuk mengabulkan izin poligami yang diajukan.
Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan izin
poligami sesuai dengan Kketentuan peraturan perundangan yang
mengatur tentang prosedur pengajuan izin poligami yaitu Undang —
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil
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2. Akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain status
hukum dari istri kedua adalah istri sah yang tercatat di Kantor Urusan
Agama ( KUA ), status hukum anak dari perkawinannya adalah anak
yang sah. Istri kedua memiliki hak keperdataan yang sama dengan istri
pertama. Tunjangan istri tersebut tetap diberikan kepada istri pertama
dan istri kedua karena keduanya berstatus hukum istri yang sah.
Pembagian tunjangan istri yaitu besarnya jumlah tunjangan dibagi dua
istri, yaitu istri pertama dan istri kedua. Tunjangan anak hanya diberikan
kepada tiga orang anak. Hal tersebut di atas sesuai dengan Undang —
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

B. Saran

Sepanjang proses penelitian singkat yang dilakukan penulis, muncul
beberapa hal yang mengganjal di fikiran penulis, untuk itu dalam hal ini
penulis hanya memberikan sedikit saran terhadap suatu hal yang ganjil
menurut penulis dengan harapan agar tercipta masyarakat Purworejo taat

akan hukum yang berlaku :
1. Sebaiknya bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami,
taatlah pada ketentuan yang ada melalui prosedur yang telah
ditetapkan, sebagai wujud ketaatan masyarakat Purworejo

terhadap hukum
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2. Mengurangi jumlah anak yang nasabnya hanya pada ibunya saja,
karena dalam hal ini tidak sedikit yang tidak tercatat nama
ayahnya karena perkawinan siri, hal tersebut sangat merugikan
kaum wanita dan anaknya. Untuk itu perlu adanya pencatatan
perkawinan.

3. Sebaiknya memutuskan untuk berpoligami benar — benar dengan
pertimbangan yang matang karena akan berpengaruh terhadap
lingkungan di sekitarnya, baik bagi istri maupun anak — anaknya

4. Apabila didapati Pegawai Negeri Sipil yang melanggar
ketentuan berpoligami, sanksi yang tegas segera diterapkan agar
tidak terjadi lagi pelanggaran oleh Pegawai Negeri Sipil yang

lain
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